BAB III

PENUTUP

A Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PTSL tahun 2023
di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung Kota Sorong,
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terutama bagian 13 tahapan PTSL
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Penguasaan atas tanah
selayaknya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukumnya agar
masyarakat bisa aman dengan kepemilikan tanahnya. Pemerintah
mengeluarkan suatu program percepatan pendaftaran tanah supaya seluruh
tanah di Indonesia dapat terdaftar yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Program ini telah dilaksanakan dan direncanakan hingga pada tahun
2025. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilaksanakan diseluruh
wilayah Indonesia tak terkecuali di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan PTSL di Kota Sorong,
Distrik Klaurung, Kelurahan Giwu dan Klasuat berdasarkan hasil penelitian
oleh penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan
terlaksananya kegiatan PTSL di Kota Sorong Kelurahan Giwu dan Klasuat,

masyarakat Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat dalam hal kepemilikan
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tanah setelah diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah dapat terjamin

kepastian hukumnya.

B Saran

Penelitian oleh penulis, penulis menyarankan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kota Sorong dalam hal pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Sorong
Barat tahun berikutnya untuk berusaha mencegah kendala-kendala pada saat
kegiatan PTSL pada tiap tahapnya agar pelaksanaan kegiatan PTSL terlaksana
dengan lancar. Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong Panitia Ajudikasi
PTSL selanjutnya perlu menyadarkan pentingnya memiliki sertifikat tanah bagi
masyarakat untuk kepastian hukum kepemilikan tanah, sehingga partisipasi

masyarakat dapat lebih tinggi lagi pada pelaksanaan kegiatan PTSL berikutnya.
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Gambar 5 Bukti Formulir Pendaftaran oleh BPN

Gambar 6 Bukti Sertifikat Hak Milik

Gambar 7 Bukti foto bersama responden di Kelurahan
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